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Menimbang
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a bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pandayagunaan Aparatur

Nomor PER/09/IvI.PAN/5i2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator

Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah setiap instansi pemerintah

wajib menet4kan Indikator Kinoja Utama di Lrngkungan masing-masing;
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2018-2023 yang termud dalam Rencana Strategis Kabupaten Purwakarta

Tahun 2OL&-2O23 diperlukan tolok ukur yang jelas dan sistematik untuk

mengukur kinerja pembangunan pada setiap tahun perencan&mnyq

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b,

maka perlu menetapkan Indikator Kineqia Lrtama Rencana Strategis

Kabupaten Purwakarta Tahun 20 18-2023 dengan Keputusan Bupati;

d. bahwa untuk mencapai maksud tersebut sebagaimana huruf a di atas, perlu

moretrykar Indikator Kinerja Utarna (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan

dengan Surd Keputusan Camat Maniis.
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Kabupden dalam Lingkungan Provinsi Jawa Bar* (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupatar Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950

teiltang Feuiilentu.i.fil Daeialr-Daerah K,abupaten Dai*i:ri Lii'gilurrgai-, Pro"itisi

Jawa Bard (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1968 Nomor 31,

Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 285L);

2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara

(Lembarm Negara Republik intlonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembsr€H Negars Pre.publik Iidsilesia lJs'inar 41155).

3. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pangelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembarar Negaa Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Negaa Republik Indonesia Nomor a400);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik

(Lemharan Negara Repuhlik In<lonesia Tahttn 2t[8 Ncrmor 61, Tambahan

Lembaran Negara Repubtrk Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik (Lembaran
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l.tegcra F.epubirk ladonesia 't*ur 2'lJl9 flor:cr I )f, l'ambehar llqara
Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesta Nomor 55E7) sebagarmana telah dtubah

dengar, feraturan i'emer"intah Fe€gann Untiarg-Undang l'iomor 2 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pernerintahan Daerah(Lernbran Negara Republik lndonesia Tahun 2014

Nomor 246, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesa Nomor 5589);

7. Peraturan Penrer intar\ Nomor 65 Tahun 2005, teDtalg Polonia.n Petryusulau

dan Per':*apan Standar Pelayanan l\'tinima! (Iemharan Ne.eara Rqimblik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tanbahan Lembaran Negara Republik

lndonesia No. 4585);

8. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005, tentang Pedoman Pembinaan

dan Pe,ngawa,san Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara

Kepubl* lndonesra Nomor 4594);

9. Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 t€ntang Pelaporan Keuangan dan

Kineqa lnstansi Pernenntah (Lembaan Negara Republik Indonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);
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dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pernbangunan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lernbaan Negara Republik

lndonesia Nomor 4663),

Perduran Pemenntah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasl

Penveienggarar Pernerinrahan Derah (Lsnbaanr f iegoa Repubiik Indonesia

Tahun 2008 Nomor |9, TambahanLembran Negara Republik lndonesia

Nomor 4815);
Peraturan Pernerintah Nomor I 8 Tahun 20 I 6 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan l,lenten Dalarn Negeri Nomor 13 Tahun 2006, teatang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2lTahun 2011,

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 13

Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007. tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
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PER/20/I\4.PAN/I I /2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikalor Kinerja

Utam4
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Brrokarasr Nomor 53 Tahtm 2014 tentang Petunluk Teknrs Pe4anlian Krnerl4
Peiaporan i(ineria rian tda Cara P.e'"iu Atas La-oora, lr.ineria Instansi

Pernerintah

Peraturan Darah Kabupaten Purwakarta Nomor 0l Tahun 2020 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Purwalrarta Tahun 2Ai 8-2023
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Menetapkan

KESATU

BJDUA

KETIGA

: Indikator Kinerja utama Kecarndan Maniis Kabupaten purwakarta Tahun 20lg_2023- sebagaimana tercantum pada Lanpiran Keputusar ini.
: In'lil^eicr FJne{* Lkrr.u sei;:gajmena ,Jin:ar.s,rc pade ,Ji}.i,.rrn rEsA?u rrre|upal.*nIl*HL',ffi #fi[#nffi;:,,%ii#:;-iencanas,ra,eg,s

HT'HUTUSI{AI{:

Indikaor Kineqa Utarna sebagaimara dimaksud dalam diktum KESATUmerupakan acuan dalam merencanakan progftrm, -.ffi dan indikator kinerlarir-lti;Ii;
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I."AMPIRAN KITPUTUSAN CNVIAT MANIIS

homor : 100i /SK-II(i.J.MNS 12023

Tanggal .l Maret 2023

Tentang : hldikator Kinoja lJtama Kecamatar Maniis Kabupaton Purwakarta "[r*iun 2018-2023

\rrsi r MEWUJUDKAMURWAKAR.T:A ISTIMEWA.

Tujuan Sasaran Itnidikator SasarsLn/Iku i!019 202() 20zt 2022 it{.123

lr{ewujudkan Tata

Kplola Pemerintahan

\ ang Baik dan elbktif

Meningkatnya Kinerj a druL

Pelayanan Publik Kecama[an

Nil ai I n<le&s Kepuasan lvlasrv arakat

terhada{, Ilelayanan di Kr:cumatan
100 I0( 100 100 130

Terpenutriiny a Dukungan

Marajeren Perkantoran

Tingkat Femenuhan Dukungan

Man{ ern en Perkant,rrarr
100 l0(: 100 100 I00

MANIIS
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